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ABSTRAK 

Perkembangan teknologi informasi mendorong transformasi pelayanan hukum, 

termasuk dalam praktik kenotariatan melalui konsep cyber notary. Konsep ini 

menawarkan efisiensi dan kemudahan akses layanan notaris berbasis teknologi 

digital. Namun, penerapan cyber notary di Indonesia masih menghadapi kendala 

yuridis, khususnya karena ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Jabatan Notaris yang mensyaratkan kehadiran fisik para pihak dalam pembuatan 

akta autentik. Berbeda dengan Indonesia, Amerika Serikat telah mengadopsi 

Remote Online Notarization (RON) dengan dukungan regulasi yang jelas dan 

adaptif terhadap perkembangan teknologi. Perbedaan tersebut menimbulkan 

urgensi untuk mengkaji peluang dan Kendala hukum penerapan cyber notary di 

Indonesia melalui pendekatan komparatif.  

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif-

analitis dan pendekatan komparatif. Data penelitian diperoleh melalui studi 

kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur 

ilmiah yang relevan, serta didukung oleh wawancara sebagai data pelengkap. 

Analisis dilakukan dengan membandingkan sistem hukum Indonesia dan Amerika 

Serikat dalam mengatur praktik cyber notary, menggunakan teori tujuan hukum 

Gustav Radbruch, teori efektivitas hukum, dan teori perbandingan hukum sebagai 

landasan analisis.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan cyber notary di Indonesia 

memiliki peluang yang besar seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan 

pelayanan hukum yang efisien dan berbasis teknologi. Namun, penerapannya masih 

terkendala oleh belum adanya pengaturan yang komprehensif, keterbatasan 

kepastian hukum, serta kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia. 

Sebaliknya, sistem hukum Amerika Serikat telah memberikan kepastian hukum, 

kemanfaatan, dan perlindungan hukum melalui regulasi Remote Online 

Notarization. Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan pembaruan regulasi 

kenotariatan di Indonesia yang adaptif terhadap perkembangan teknologi guna 

menjamin keabsahan akta autentik serta perlindungan hukum bagi para pihak. 

Kata Kunci: Cyber Notary, Kewenangan Notaris, Kepastian Hukum, 

Perbandingan Hukum. 
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ABSTRACT 

Advances in information technology have driven the transformation of legal 

services, including in notarial practice through the concept of cyber notary. This 

concept offers efficiency and ease of access to notary services based on digital 

technology. However, the implementation of cyber notary in Indonesia still faces 

legal obstacles, particularly due to the provisions of Law Number 2 of 2014 

concerning the Notary Position, which requires the physical presence of the parties 

in the creation of authentic deeds. In contrast to Indonesia, the United States has 

adopted Remote Online Notarization (RON) with clear and adaptive regulations to 

technological developments. This difference raises the urgency to examine the legal 

opportunities and challenges of implementing cyber notary in Indonesia through a 

comparative approach.  

 This research is a normative legal study with a descriptive-analytical nature 

and a comparative approach. The research data was obtained through a literature 

study of relevant legislation, legal doctrines, and scientific literature, supported by 

interviews as supplementary data. The analysis was conducted by comparing the 

legal systems of Indonesia and the United States in regulating cyber notary 

practices, using Gustav Radbruch's theory of legal purpose, the theory of legal 

effectiveness, and comparative legal theory as the basis for analysis.  

 The results of the study show that the implementation of cyber notaries in 

Indonesia has great potential as the public's need for efficient, technology-based 

legal services increases. However, its implementation is still hampered by the lack 

of comprehensive regulations, limited legal certainty, and the readiness of 

infrastructure and human resources. In contrast, the US legal system has provided 

legal certainty, benefits, and legal protection through Remote Online Notarization 

regulations. Therefore, it is necessary to update notarial regulations in Indonesia to 

be adaptive to technological developments in order to guarantee the validity of 

authentic deeds and legal protection for the parties.  

Keywords: Cyber Notary, Notary Authority, Legal Certainty, Comparative 

Law. 
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MOTTO 

 

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya” 

Q.S AL-Baqarah 286 

“Semua akan saya lakukan demi kebahagian orang tua saya dan orang sekeliling 

saya yang menyayangi saya” 

“Keberuntungan adalah ketika kesempatan bertemu dengan kemampuan”  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan 

Notaris, notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan 

memiliki kewenangan lain sebagaimana diatur undang-undang. Pasal 15 ayat (1) 

menjelaskan bahwa notaris berwenang membuat akta autentik terkait perbuatan 

hukum, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan atau diminta para pihak, 

menjamin kepastian tanggal, menyimpan, serta memberikan grosse, salinan, dan 

kutipan akta, sepanjang kewenangan tersebut tidak diberikan kepada pejabat lain. 1 

Berdasarkan uraian tersebut peran notaris disini sangat penting dalam pembuatan 

akta otentik. Dengan kemajuan teknologi yang sangat masif berbagai aspek profesi 

hukum agar segera mengikuti dengan adanya kemajuan teknologi ini.2 

Berdasarkan pemberitaan dalam portal Detiknews, Ketua MPR RI, 

Bambang Soesatyo, menyampaikan pandangannya mengenai penerapan konsep 

cyber notary di Indonesia. Dalam keterangannya pada 2 Maret 2024, beliau 

menegaskan bahwa perkembangan teknologi informasi yang berlangsung sangat 

cepat telah menghadirkan tantangan baru bagi profesi notaris. Oleh karena itu, 

notaris dituntut untuk mampu beradaptasi dengan dinamika perkembangan zaman. 

Lebih lanjut disampaikan bahwa penerapan cyber notary berpotensi mempermudah 

 
1 Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris 

 
2Ngadino, Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris di Indonesia, (Semarang: 

Universitas PGRI Semarang Press 2019, Hlm. 3 



2 
 

 
 

pelaksanaan tugas dan kewenangan notaris melalui pemanfaatan teknologi 

informasi. Penerapan tersebut tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja notaris, 

tetapi juga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh layanan 

kenotariatan tanpa harus secara langsung mendatangi kantor notaris.3 

Perkembangan teknologi digital turut memengaruhi bidang kenotariatan, 

yang mencerminkan adanya respons terhadap dinamika masyarakat, khususnya 

dalam menghadapi transisi menuju era digital. Digitalisasi dalam layanan 

kenotariatan memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi serta ketepatan 

dalam pengelolaan dokumen, sekaligus memperluas jangkauan layanan kepada 

masyarakat secara lebih merata. Konsep kenotariatan digital yang dikenal pula 

sebagai e-notary atau remote notarization dirancang untuk memberikan kemudahan 

akses layanan kenotariatan dari lokasi mana pun.  

Melalui pemanfaatan teknologi digital, layanan ini tetap menjamin validitas 

hukum, didukung oleh penggunaan sistem metadata yang mampu merekam 

informasi secara rinci terkait dokumen yang disimpan.4 Penerapan teknologi ini 

memungkinkan proses kenotariatan berjalan lebih cepat dan transparan, serta 

membuka akses hukum yang lebih inklusif, terutama bagi masyarakat di daerah 

terpencil atau yang mengalami hambatan dalam mengakses layanan hukum 

konvensional. Secara tidak langsung, hal ini turut mendorong pertumbuhan 

 
3Bamsoet Dorong Notaris Terapkan Cyber Notary di Era Digital, 

https://news.detik.com/berita/d-7221384/bamsoet-dorong-notaris-terapkan-cyber-notary-di-era-

digital, di Akses pada hari Sabtu, 26 April 2025. Jam 19.38 

 
4 Riyan Ramdani, Dewi Mayaningsih, “Urgensi Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) 

Dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama Di Era Digitalisasi, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: 

Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, Vol. 2, No. 2 (2021), hlm. 221 

https://news.detik.com/berita/d-7221384/bamsoet-dorong-notaris-terapkan-cyber-notary-di-era-digital
https://news.detik.com/berita/d-7221384/bamsoet-dorong-notaris-terapkan-cyber-notary-di-era-digital
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ekonomi dan pembangunan sosial, dengan memberikan jaminan akses hukum yang 

setara dan efisien bagi seluruh lapisan Masyarakat.5 

Cyber notary ini mempunyai ruang lingkup pada segala pelayan jasa notaris 

dokumen secara elektonik, namun banyak kendala mengenai penerapan cyber 

notary ini di Indonesia sehingga menyebabkan pembatasan penggunaan teknologi 

dalam penerapan profesi notaris ini. Seperti yang tertuang di dalam Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Pasal 16 ayat (1) huruf m 

“Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 

(dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat 

dibawah tangan, dan ditanda tangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan 

notaris.” Dari pasal tersebut bahwa ada batasan dalam penggunaan teknologi untuk 

profesi notaris dikarenakan notaris harus membacakan isi akta langsung dihadapan 

penghadapan dan saksi lalu langsung di tanda tangani.6 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agung Herning Indradi P., 

selaku Ketua Pengurus Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Ikatan Notaris 

Indonesia Periode 2023–2026, diperoleh pandangan bahwa konsep cyber notary 

pada dasarnya merupakan gagasan yang progresif karena memanfaatkan 

perkembangan teknologi informasi untuk menunjang pelaksanaan kewenangan 

notaris. Pemanfaatan teknologi tersebut dinilai dapat meningkatkan efisiensi dan 

 
5 Desy Bungdiana, Arsin Lukman, “Efektivitas Penerapan Cyber Notary Dengan 

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Notaris Pada Era Digital”, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan 

(JISIP), Vol. 7 No. 1 (2023), hlm. 313. 

 
6 Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Undang-Undang Jabatan 

Notaris 
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kemudahan dalam praktik kenotariatan. Namun demikian, beliau menekankan 

bahwa penerapan cyber notary memerlukan landasan hukum yang jelas dan 

komprehensif. Keberadaan payung hukum yang memadai menjadi syarat utama 

agar notaris maupun para pihak memperoleh kepastian dan perlindungan hukum 

dalam pelaksanaannya.7  

Masih terdapat kekosongan kajian terkait pemanfaatan digitalisasi dalam 

layanan kenotariatan, terutama dalam bentuk analisis komparatif dengan negara 

yang telah menerapkan sistem kenotariatan digital secara mapan. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan membandingkan kerangka 

hukum kenotariatan antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam konteks 

digitalisasi layanan. Fokus utama analisis ini adalah mengidentifikasi permasalahan 

normatif dalam sistem hukum Indonesia dan membandingkannya dengan ketentuan 

hukum yang relevan di Amerika Serikat. Dengan melihat praktik pemanfaatan 

teknologi yang telah berkembang pesat di Amerika Serikat, diharapkan penelitian 

ini dapat memberikan inspirasi serta rekomendasi bagi pembaruan hukum 

kenotariatan di Indonesia pada masa yang akan datang.8 

Penulis disini akan mengkomparasi penerapan cyber notary yang sudah 

dilakukan di Amerika Serikat agar menjadi gambaran bagaimana penerapan cyber 

notary dan langkah apa yang harus dilakukan dalam menghadapi kemajuan 

 
7 Wawancara dengan Agung Herning Indradi P, S.H., M.Hum, Ketua Pengurus Wilayah 

Yogyakarta Ikatan Notaris Indonesia Periode 2023-2026, tanggal 24 Juni 2025 

 
8 Dwi Merlya i, Annalisa Yahanan, Agus Trisaka, “Kewajiban Pembacaan Akta Otentik 

Oleh Notaris Dihadapan Penghadap Dengan Konsep Cyber Notary”, Jurnal Ilmiah Hukum 

Kenotariatan, Vol. 9, No. 1, 2020, hlm. 42 
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teknologi yang sangat pesat. Amerika Serikat merupakan salah satu negara pelopor 

penerapan cyber notary, dikenal juga dengan istilah Remote Online Notarization 

(RON). Sistem ini memungkinkan notaris melakukan verifikasi identitas, saksi, dan 

penandatanganan dokumen secara daring melalui video conference, dengan 

dukungan teknologi tanda tangan elektronik dan sertifikat digital yang diakui 

negara bagian. Penerapan RON dimulai di negara bagian Virginia pada tahun 2011 

dan kini telah diadopsi oleh mayoritas negara bagian dengan regulasi yang 

mengatur standar keamanan, prosedur autentikasi, dan penyimpanan dokumen 

digital. Salah satu keunggulan utama sistem di Amerika Serikat adalah kerangka 

hukum yang jelas dan adaptif, termasuk pengakuan dokumen elektronik sebagai 

alat bukti sah.  

Selain itu, pemerintah menyediakan infrastruktur sertifikasi elektronik 

melalui penyedia jasa tersertifikasi yang diatur secara ketat, sehingga meningkatkan 

kepercayaan publik terhadap transaksi digital. Sistem ini terbukti mempermudah 

layanan kenotariatan lintas wilayah dan internasional, sekaligus mendorong 

efisiensi proses bisnis.9 Saat ini, notaris elektronik yang disahkan secara hukum di 

semua negara bagian oleh E-SIGN atau UETA. Berdasarkan permasalahan diatas 

penulis tertarik mengangkat judul mengenai PELUANG DAN KENDALA 

HUKUM DALAM IMPLEMENTASI CYBER NOTARY: ANALISIS 

KOMPARATIF SISTEM INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT 

 
9 Salim HS, Djumardin, Aris Munandar, “Analisis Yuridis Terhadap Notaris Jarak Jauh 

(Remote Electronic Notarization) (Studi Komparatif antara Sistem Hukum Negara Federal Amerika 

Serikat dengan Negara Bagian Washington)”, Jurnal Risalah Kenotariatan, Vol. 4, No. 1 (2023), 

hlm. 258  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah penulis jelaskan, maka permasalahan 

yang relevan dirumuskan untuk dikaji dalam analisis dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana perbandingan penerapan konsep cyber notary di Indonesia 

dengan praktik yang telah diterapkan di Amerika Serikat? 

2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan konsep cyber notary di 

Indonesia? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk menganalisis bagaimana penerapan cyber notary yang sudah 

dilakukan di Negara Amerika Serikat untuk Gambaran jika akan di 

terapakan di Indonesia 

b. Untuk menganalisis apa saja kendala dan hambatan yang dihadapi 

dalam penerapan konsep cyber notary di Indonesia. 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Secara Teoritis 

Penulis berharap atas hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih 

berupa wawasan dalam ilmu hukum perdata, khususnya untuk profesi 

hukum yaitu notaris terkait peluang penerapan cyber notary di Indonesia 

dengan menganalisis secara komparatif dengan negara amaerika serikat 

yang sudah menerapkan cyber notary. Lebih lanjut penulis berharap 

penelitian dapat memperkaya literatur hukums mengeneai konsep cyber 
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notary ini sebagai alternatif dalam melakukan wewenangannya dan 

mempermudah tugas profesi hukum notaris 

b. Secara Praktis 

Penulis berharap atas hasil penelitian ini dapat membantu memberikan 

pemahaman kepada para profesi hukum khususnya notaris dalam hal ini, 

mengenai bagaimana konsep cyber notary sebagai alternatif 

kewenangannya dalam menjalakan wewenangnya sebagai notary 

dengan melakukan studi komparatif terhadap negara Amerika Serikat 

yang sudah menerapan cyber notary sehingga dapat mempermudah 

bagaimana konsep cyber notary ini di laksanakan. Selain itu, di 

harapkan dapat memberikan rekomendasi terkait kebijakan hukum 

dalam melindungi praktik cyber notary karena belum ada peraturan 

yang membahas secara konkrit mengenai cyber notary. 

D. Telaah Pustaka  

Telaah Pustaka atau Kajian Literatur adalah kajian yang bertujuan untuk memahami 

penelitian – penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang sedang di teliti 

oleh penulis, guna menghindari kesamaan penelitian. Berikut penelitian – penelitian 

yang relevan, diantaranya:  

Pertama, Skrispsi yang berjudul “Pembatasan Penggunaan Media 

Elektronik dalam Profesi Notaris”, Karya Muhammad Farhan, 2023.10 Hasil 

 
10 Muhammad Farhan, “Pembatasan Penggunaan Media Elektronik Dalam Profesi 

Notaris”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarih Hidayatullah Jakarta 

(2023). 
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penelitian ini membahas Batasan penggunaan media elektronik dalam konsep cyber 

notary, dengan fokus pada batasan-batasan penggunaan media elektronik dalam 

menerapkan kewengannya sebagai notaris. Peneltian ini menunjukan bahwa pada 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris terutama yang terdapat di pasal 15 

ayat (3) tentang kewenengan notaris yang menjelaskan tentang “selain kewenangan 

sebagiamana dimaksud pada ayat (1) dan (2), notaris mempunyai kewenangan lain 

yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”. Pasal tersebut memiliki 

penjelasan pasal yang mengatur tentang “yang dimaksud dengan “kewenangan lain 

yang diatur dalam peraturan perundangundangan”, antara lain, kewenangan 

mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary), membuat 

Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang”. Adapun perbedannya ialah 

penelitian ini lebih fokus membahas mengenai peluang penerapan cyber notary di 

Indonesia dengan menganalisis secara komparatif dengan negara Amerika Serikat 

yang telah menerapkan cyber notary. 

Kedua, Jurnal yang berjudul “Penerapan Cyber Notary Dalam Pembuatan 

Akta Autentik Menurut Undang–Undang Jabatan Notaris”, karya Akhmad Abdul 

Azis Zein, tahun 2022.11 Penelitian ini membahas mengenai pengaturan dan 

penerapan konsep cyber notary dalam pembuatan akta autentik berdasarkan 

ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan 

Transaksi Elektronik. Fokus penelitian tersebut terletak pada keabsahan akta 

 
11 Akhmad Abdul Azis Zein, “Penerapan Cyber Notary Dalam Pembuatan Akta Autentik 

Menurut Undang – Undang Jabatan Notaris”, Jurnal Akta Notaris, Vol. 1 No. 1 (2022) 
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autentik yang diterbitkan melalui praktik cyber notary, penerapan konsep cyber 

notary menurut UUJN, serta hambatan dan upaya dalam mengatasi penerapannya 

di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara umum dokumen 

elektronik telah diakui dalam UU ITE, namun belum terdapat pengaturan khusus 

yang secara komprehensif mengatur cyber notary dalam UUJN, sehingga kehadiran 

fisik para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UUJN masih menjadi kendala 

utama dalam implementasinya. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan 

skripsi penulis terletak pada ruang lingkup dan pendekatan analisisnya. Penelitian 

tersebut berfokus pada aspek normatif dan implementatif dalam konteks hukum 

nasional Indonesia, sedangkan skripsi penulis tidak hanya membahas penerapan 

cyber notary di Indonesia, tetapi juga melakukan analisis komparatif dengan sistem 

kenotariatan di Amerika Serikat. Selain itu, skripsi penulis menggunakan 

pendekatan teori tujuan hukum Gustav Radbruch, teori efektivitas hukum Soerjono 

Soekanto, serta teori perbandingan hukum, sehingga analisis yang dilakukan tidak 

hanya menyoroti kekosongan norma, tetapi juga menilai peluang, tantangan, serta 

relevansi reformasi hukum cyber notary dalam perspektif sistem hukum yang 

berbeda. Dengan demikian, skripsi ini memiliki cakupan analisis yang lebih luas 

dan komprehensif dibandingkan penelitian terdahulu tersebut. 

Ketiga, Jurnal yang berjudul “Penerapan Cyber Notary di Indonesia Dan 

Kedudukan Hukum Akta Notaris Yang Bebasis Cyber Notary”, karya dari 

Mahfuzatun Ni’mah Sona,2022.12 Membahas perkembangan konsep cyber notary 

 
12 Mahfuzatun Ni’mah Sona, “Penerapan Cyber Notary di Indonesia Dan Kedudukan 

Hukum Akta Notaris Yang Bebasis Cyber Notary”, Officium Notarium, Vol. 3 No. 2 (2022) 
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dalam konteks hukum positif Indonesia sebagai konsekuensi dari pesatnya 

perkembangan teknologi informasi. Penelitian tersebut menyoroti dampak 

digitalisasi terhadap praktik kenotariatan, khususnya dalam pembuatan akta 

autentik yang secara tradisional mensyaratkan kehadiran fisik para pihak dan saksi 

di hadapan notaris. Fokus utama kajian terletak pada problematika normatif antara 

Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris yang mewajibkan 

pembacaan dan penandatanganan akta di hadapan para pihak dan saksi, dengan 

ketentuan Pasal 15 ayat (3) UUJN yang membuka ruang penggunaan sarana 

elektronik. Selain itu, penelitian tersebut juga mengaitkan ketentuan Pasal 5 ayat 

(4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengecualikan akta 

notaris dari kategori dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah. Dengan 

demikian, jurnal tersebut menitikberatkan pada adanya disharmoni norma dan 

potensi ketidakpastian hukum dalam implementasi cyber notary di Indonesia, baik 

dari aspek kewenangan maupun aspek pembuktian. Adapun perbedaan dengan 

skripsi penulis terletak pada cakupan dan pendekatan analisis. Jurnal tersebut 

berfokus pada analisis normatif terhadap konflik atau ketidaksinkronan antar 

peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta membatasi pembahasan pada 

konteks hukum nasional. Sementara itu, skripsi penulis tidak hanya mengkaji 

problematika normatif di Indonesia, tetapi juga melakukan analisis komparatif 

dengan sistem kenotariatan di Amerika Serikat untuk melihat bagaimana konsep 

cyber notary diimplementasikan dalam sistem hukum yang berbeda. Selain itu, 

skripsi penulis menggunakan kerangka teori tujuan hukum Gustav Radbruch untuk 

menilai aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, serta teori efektivitas 
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hukum Soerjono Soekanto untuk mengukur kesiapan penerapan norma dalam 

masyarakat. Dengan demikian, gap penelitian terletak pada absennya perspektif 

perbandingan hukum dan analisis teoritis yang komprehensif dalam jurnal tersebut, 

yang kemudian diisi oleh skripsi penulis melalui pendekatan komparatif dan 

evaluatif terhadap peluang dan tantangan reformasi cyber notary di Indonesia. 

Keempat, Jurnal yang berjudul “Kewajiban Pembacaan Akta Otentik oleh 

Notaris di Hadapan Penghadap dengan Konsep Cyber Notary”, karya dari Dwi 

Merlyani, Annalisa Yahanan, Agus Trisaka, 2020.13 Hasil penelitian ini menyoroti 

kewajiban notaris dalam pembacaan akta di hadapan penghadap dengan konsep 

Cyber Notary. Penelitian ini fokus terhadap pembacaan akta otentik di hadapan para 

pihak menggunakan konsep cyber notary yang bisa menggunakan teknologi 

teleconference untuk menghadirkan para pihak dalam pembacaan akta otentik. 

Pembacaan akta merupakan bagian dari verlijden atau peresmian dari pembacaan 

dan penandatangannya terhadap akta yang bersangkutan. Penelitian ini juga 

menyoroti isi pasal 16 ayat (1) huruf m Undang Undang Jabatan Notaris dalam 

pasal tersebut memuat isi bahwa notaris membacakan akta otenik di hadapan 

penghadap dengan di hadiri paling sedikit dua orang saksi, atau empat orang saksi 

khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan di tanda tangani saat itu 

juga oleh penghadap, saksi dan notaris. Sedangkan dalam cyber notary di sini posisi 

penghadap tidak langsung di hadapan notaris namun melalui alat elektronik seperti 

teleconference sehingga jarak bukan jadi masalah lagi. Sementara penelitian ini 

 
13 Dwi Merlyani, Annalisa Yahanan, Agus Trisaka, “Kewajiban Pembacaan Akta Otentik 

Oleh Notaris Dihadapan Penghadap Dengan Konsep Cyber Notary”, Jurnal Ilmiah Hukum 

Kenotariatan, Vol. 9, No. 1, 2020 
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bertujuan untuk menganalisis apakah cyber notary bisa diterapakan secara penuh 

dengan menggunakan media teleconference. 

Kelima, Jurnal yang berjudul “Cyber Notary di Indonesia: Tantangan, 

Peluang dan Kebutuhan Rekonstruksi Hukum”, karya dari Wardani Rizkianti, 

Sylvana Murni Deborah Hutabarat, Andriyanto Adhi Nugroho, Muhammad 

Bintang Firdaus, Akhdan Adityo Latri, 2025.14 Jurnal tersebut membahas 

kedudukan notaris sebagai pejabat umum yang berperan penting dalam sistem 

pembuktian hukum melalui akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian 

sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUHPerdata. Penelitian ini 

menyoroti asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo yang menekankan 

kehadiran fisik para pihak dan notaris, serta mengkaji tantangan penerapan cyber 

notary di era digital. Selain itu, jurnal ini mengaitkan perkembangan cyber notary 

dengan rekomendasi UNCITRAL melalui konsep functional equivalence, serta 

menyinggung perbedaan karakter sistem Civil Law dan Common Law dalam hal 

kekuatan pembuktian dan tanggung jawab notaris. Namun, pembahasannya masih 

bersifat konseptual dan deskriptif. Perbedaannya dengan skripsi penulis terletak 

pada pendekatan dan ruang lingkup analisis. Skripsi penulis tidak hanya membahas 

urgensi dan problematika normatif di Indonesia, tetapi juga melakukan analisis 

komparatif dengan praktik cyber notary di Amerika Serikat. Selain itu, skripsi ini 

menggunakan teori tujuan hukum Gustav Radbruch, teori efektivitas hukum 

Soerjono Soekanto, serta teori perbandingan hukum untuk memberikan analisis 

 
14 Wardani Rizkianti, Sylvana Murni Deborah Hutabarat, Andriyanto Adhi Nugroho, 

Muhammad Bintang Firdaus, Akhdan Adityo Latri, “Cyber Notary di Indonesia: Tantangan, Peluang 

dan Kebutuhan Rekonstruksi Hukum”, Notaire, Vol. 8 No. 1 (2025) 
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yang lebih sistematis dan evaluatif. Dengan demikian, skripsi penulis mengisi 

kekosongan kajian komparatif dan analisis teoritis yang belum dibahas secara 

mendalam dalam jurnal tersebut. 

E. Kerangka Teoritik 

Menurut A. Muri Yusuf kerangka teori merupakan suatu konstruksi pemikiran yang 

disusun dari berbagai teori guna mendukung peneliti dalam proses 

penelitian.15.Kerangka teoritis berfungsi sebagai instrumen penting dalam menilai 

kesesuaian norma hukum yang digunakan dalam suatu kajian ilmiah. Berdasarkan 

pemahaman tersebut, penulis merumuskan sejumlah teori yang akan dijadikan 

sebagai alat analisis dalam membahas rumusan masalah pada penelitian ini, antara 

lain 

1. Teori Tujuan Hukum 

Pendapat Gustav Radbruch mengenai Tujuan hukum, pada dasarnya hukum 

harus memuat adanya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. 

Hukum yang dibentuk harus memerlukan rasa keadilan, kepastian hukum 

serta hukum mampu memberikan dampak sosial yang dirasakan oleh 

Masyarakat dan untuk kepentingan sosial. Penegak hukum harus bisa 

menjamin adanya rasa keadilan dan mampu mewujudkan rasa keadilan, 

kepastian hukum serta kemanfaat hukum bagi Masyarakat. Kepastain 

hukum ini salah satu juga sebagai kebutuhan Masyarakat yang sangat 

 
15 Arsy Shakila Dewi, “Pengaruh Penggunaan Website Brisik.Id Terhadap Peningkatan 

Aktivitas Jurnalistik Kontributor,” KomunikA Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 17, No. 2 (2021), hlm. 

3 
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fundamental.16 Harapan akan tegaknya keadilan hukum hanya dapat 

diwujudkan melalui adanya kepastian hukum yang tercapai lewat 

positivisasi hukum. Berdasarkan pemahaman tersebut, kepastian dan 

keadilan merupakan esensi fundamental dari hukum itu sendiri, dalam arti 

bahwa pelaksanaan hukum yang efektif mensyaratkan hukum positif 

sebagai pengejawantahan prinsip-prinsip keadilan yang mendasari tuntutan 

hak asasi manusia untuk dipenuhi. Menurut Gustav hukum terdiri dari 3 

nilai dasar yaitu:  

a. Kepastian Hukum 

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu 

dari tiga nilai dasar atau tujuan utama hukum, di samping keadilan 

dan kemanfaatan (utilitas). Dalam pandangannya, kepastian hukum 

berarti bahwa hukum harus dapat diketahui, diterapkan secara 

konsisten, dan memberikan perlindungan yang pasti terhadap hak-

hak individu. Radbruch menekankan bahwa tanpa kepastian hukum, 

masyarakat akan kehilangan pedoman yang jelas mengenai mana 

yang dibenarkan dan mana yang tidak dalam tatanan hukum.17 

b. Keadilan Hukum 

 
16 Fatma Afifah, Sri Warjiyati, “Tujuan Fungsi dan Kedudukan Hukum”, Jurnal Ilmu 

Hukum Wijaya Putra, Vol. 2 No. 2 (2024), Hlm. 144 

 
17 Maulidia Mulyani, S.H, “Kemanfaatan, Keadialan Dan Kepastian Hukum Putusan MK 

Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Perjanjian Kawin Dalam Perkawinan Campuran, Tesis 

Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 
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Menurut Gustav Radbruch, keadilan merupakan nilai tertinggi 

dalam hukum yang harus ditegakan dalam setiap proses hukum yang 

berjalan. 

c. Kemanfaat Hukum  

Menurut Gustav Radbruch, kemanfaatan (Zweckmäßigkeit) adalah 

salah satu dari tiga tujuan utama hukum, selain keadilan 

(Gerechtigkeit) dan kepastian hukum (Rechtssicherheit). Dalam 

konteks ini, kemanfaatan hukum merujuk pada sejauh mana hukum 

mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik dalam 

bentuk ketertiban sosial, perlindungan hak, maupun peningkatan 

kesejahteraan umum. 

Dalam konteks cyber notary, kepastian hukum menjadi sangat penting, 

karena akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Indonesia masih 

menghadapi Kendala besar karena regulasi saat ini belum secara tegas mengatur 

pelaksanaan kenotariatan secara elektronik. Hal ini menciptakan kekosongan 

hukum yang menghambat implementasi. Sebaliknya, Amerika Serikat telah 

memiliki payung hukum seperti UETA dan E-SIGN Act, yang memberikan jaminan 

terhadap validitas tanda tangan elektronik dan transaksi digital, sehingga 

menghadirkan kepastian hukum bagi notaris dan pengguna layanan.  

Berdasarkan teori Radbruch, tanpa kepastian hukum, masyarakat tidak 

memiliki pedoman hukum yang dapat diandalkan dalam bertransaksi secara 
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digital.18 Maka dari itu, kepastian hukum menjadi prasyarat bagi suksesnya 

penerapan cyber notary di Indonesia. Dengan menggunakan teori Gustav Radbruch 

sebagai landasan teoretis, skripsi ini akan menilai sejauh mana sistem hukum di 

Indonesia dan Amerika Serikat mampu mewujudkan tiga tujuan hukum dalam 

konteks cyber notary. Kendala regulasi yang dihadapi Indonesia akan dikaji melalui 

lensa kepastian hukum, keterbatasan akses layanan melalui keadilan, dan potensi 

efisiensi teknologi dari sisi kemanfaatan hukum. Pendekatan ini memungkinkan 

analisis yang holistik dan mendalam terhadap peluang pembaruan hukum nasional 

agar mampu merespons tuntutan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai 

fundamental hukum. 

2. Teori Efektivitas Hukum 

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto 

menekankan bahwa hukum tidak hanya dipahami dari segi normatifnya 

semata, melainkan juga dari bagaimana hukum tersebut dijalankan 

dalam kehidupan Masyarakat.19 Menurut Soerjono Soekanto, tingkat 

efektivitas suatu hukum dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor, yaitu: 

a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang) 

b. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk 

maupun menerapkan hukum.  

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.  

 
18 Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum. 

(Yogyakarta: Laksbang Pressindo 2010), hlm. 59 

 
19 Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada. 2008), hlm. 8 
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d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut 

berlaku atau diterapkan.  

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa 

yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup 

Berdasarkan analisis terhadap lima faktor efektivitas hukum menurut 

Soerjono Soekanto, dapat disimpulkan bahwa implementasi cyber notary di 

Indonesia masih menghadapi berbagai Kendala yang bersifat struktural, kultural, 

dan teknis. Dari aspek regulasi, belum adanya pengaturan yang komprehensif dan 

adaptif terhadap perkembangan teknologi digital menyebabkan ketidakpastian 

hukum dalam praktik kenotariatan daring. Penegak hukum, dalam hal ini notaris 

dan lembaga pembina, juga belum sepenuhnya siap baik dari segi pemahaman 

hukum maupun kemampuan teknis untuk menjalankan fungsi kenotariatan secara 

elektronik. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana teknologi informasi, 

seperti sistem identifikasi digital dan perlindungan data elektronik, menjadi 

hambatan serius dalam menunjang efektivitas sistem cyber notary. 

3. Teori Komparatif Hukum 

Menurut A.E. Örücü, perbandingan hukum merupakan kegiatan ilmiah 

yang tidak hanya membandingkan aturan formal antarnegara, tetapi juga 

memperhatikan konteks sosial, politik, budaya, dan teknologi yang 

memengaruhi bekerjanya hukum.20 Dalam penelitian ini, pemikiran 

Örücü relevan karena analisis implementasi cyber notary di Indonesia 

 
20 Djoni Sumardi Gozali, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common 

Law, dan Hukum Adat), (Bandung: Nusa Media, 2018), Hlm. 3 
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dan Amerika Serikat tidak cukup dilihat dari aspek normatif, tetapi juga 

harus mencakup bagaimana perbedaan lingkungan sosial dan budaya 

hukum memengaruhi peluang serta Kendala penerapannya. Dengan 

demikian, pendekatan komparatif menurut Örücü membantu memahami 

secara lebih komprehensif potensi adopsi praktik hukum asing sekaligus 

keterbatasannya dalam sistem hukum nasional. 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan seperangkat prosedur atau teknik yang digunakan 

dalam proses pengumpulan dan analisis data. Menurut Sugiyono, metode penelitian 

merupakan pendekatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh 

data yang memiliki tujuan dan kegunaan tertentu.21 Berdasarkan uraian tersebut, 

metode penelitian dapat dimaknai sebagai rangkaian langkah yang disusun secara 

terstruktur guna memperoleh pengetahuan baru secara objektif, valid, dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah.22 

1. Jenis Penelitian 

Jenis peneltian ini yang akan penulis gunakan adalah penelitian hukum 

normatif (normative legal research). Menurut Soerjono Soekanto,23 

penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang dilakukan melalui 

 
21 Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi 

Media Publishing, 2015), hlm. 99 

 
22 Sugiyono, Metode Penelitian pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 5. 

 
23 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), hlm. 15 
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kajian terhadap bahan-bahan kepustakaan. Berdasarkan uraian tersebut, 

pendekatan ini umumnya berbentuk studi dokumen yang mencakup analisis 

terhadap sumber-sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, 

putusan atau ketetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian, asas serta 

prinsip hukum, teori-teori hukum, dan pendapat para pakar hukum.24 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif-analitis, karena tidak hanya bertujuan 

untuk menggambarkan ketentuan hukum dan konsep-konsep yang relevan, 

tetapi juga melakukan analisis mendalam terhadap implikasi serta 

konsekuensi hukumnya. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengkaji dan 

menyusun temuan penelitian secara sistematis berdasarkan perspektif 

hukum yang berlaku, sehingga mampu memberikan gambaran yang tepat 

mengenai objek kajian. 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan komparatif merupakan bentuk penelitian deskriptif yang 

bertujuan untuk menemukan jawaban secara mendalam mengenai 

hubungan sebab-akibat dengan menelaah berbagai faktor yang 

melatarbelakangi terjadinya suatu fenomena. Pendekatan ini dilakukan 

dengan membandingkan dua atau lebih kelompok berdasarkan variabel 

tertentu. Studi komparatif menitikberatkan pada variabel yang bersifat 

sistematis dan cenderung makro, sehingga memungkinkan analisis terhadap 

 
24 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 

2007), Hlm. 27-28 
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perbedaan maupun persamaan dalam konteks yang lebih luas. Fokus 

penelitian ini terletak pada Peluang penerapan cyber notary di Indonesia 

cukup besar jika berkaca pada praktik di Amerika Serikat yang telah berhasil 

menerapkan Remote Online Notarization (RON) dan Uniform Electronic 

Transactions Act (UETA). Dengan dukungan regulasi yang adaptif, 

teknologi yang memadai, serta literasi digital masyarakat yang tinggi, 

Amerika mampu menghadirkan layanan kenotariatan daring yang sah dan 

efisien. Indonesia memiliki potensi serupa, terutama dengan tingginya 

penetrasi teknologi dan kebutuhan akan layanan hukum yang cepat dan 

fleksibel. Peluang ini dapat dimanfaatkan melalui pembaruan peraturan 

perundang-undangan, penguatan infrastruktur digital, pelatihan notaris, dan 

edukasi kepada masyarakat. Dengan demikian, cyber notary berpotensi 

menjadi inovasi hukum yang menjamin kepastian hukum, efisiensi layanan, 

dan kemudahan akses di era digital. 

4. Sumber Data 

Metode yang dilakukan oleh penulis dalam pengumpulan data penelitian 

skripsi ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder yang berupa 

studi kepusatakaan. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data 

sekunder yang berupa studi kepustakaan dengan cara menelaah dari 3 (tiga) 

sumber tertulis berupa bahan hukum yang digunakan guna pengumpulan 

data yaitu 
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a.  Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum merupakan sumber yang memberikan penjelasan, 

analisis atau interpretasi terhadap bahan hukum primer. Bahan 

hukum primer yang akan penulis gunakan diperoleh melalui bahan 

dokumen, seperti peraturan perundang-undangan.25 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang berasal dari buku 

dan jurnal yang sangat erat kaitannya dengan bahan hukum hukum 

primer sehingga membantu untuk menganalisis 

c. Bahan Hukum Tersier  

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung untuk 

memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer 

dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian 

ini menggunakan kamus besar Bahasa Indonesia 

d. Bahan Hukum Pendukung  

Dalam penelitian inii juga disertai data pendukung dengan cara 

wawancara kepada Ketua Pengurus Wilayah Daerah Istimewa 

Yogyakarta Ikatan Notaris Indonesia Periode 2023–2026, yaitu 

Bapak Agung Herning Indradi P. 

 

 
25 Marzuki, Metodologi Riset, (Yogyakarta: Hanindita Offset 2013), Hlm. 56 
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5. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah Teknik atau cara yang dilakukan untuk 

memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan 

penelitian. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan Teknik 

pengumpulan data sebagai berikut:  

a. Pengamatan (Observasi) 

Observasi adalah proses pengumpulan data melalui pengamatan dan 

pencatatan secara terstruktur terhadap fenomena yang terlihat pada 

objek penelitian.26 Pengamatan ini tidak hanya dilakukan secara 

langsung, tetapi juga bisa dilakukan secara online melalui website 

cyber notary yang ada di Amerika Serikat 

b. Wawancara (interview) 

Wawancara adalah salah satu teknik yang umum digunakan untuk 

memperoleh informasi atau data dari individu maupun kelompok. 

Menurut Moleong, wawancara bertujuan untuk menggali 

pandangan, pengalaman,27 serta pemahaman narasumber terhadap 

suatu permasalahan. Seiring dengan kemajuan teknologi, 

wawancara kini tidak hanya dilakukan secara tatap muka, tetapi juga 

dapat dilaksanakan melalui berbagai media seperti telepon, e-mail, 

atau panggilan video menggunakan aplikasi seperti Zoom atau 

 
26 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: UGM Press, 2007), 

hlm.106 

 
27 Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2018) 
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Google Meet. Wawancara ini di lakukan kepada Ketua Pengurus 

Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Ikatan Notaris Indonesia 

Periode 2023–2026, yaitu Bapak Agung Herning Indradi P. 

6. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti melaksanakan kegiatan 

penelitian untuk memperoleh dan mempelajari data yang diperlukan. Dalam 

penelitian ini, lokasi yang dipilih adalah di daerah Kabupaten Sleman. 

Pemilihan lokasi tersebut dipertimbangkan karena memungkinkan penulis 

memperoleh informasi yang relevan, baik melalui wawancara dengan 

narasumber. 

7. Metode Analisis Data 

Analisis data merupakan tahapan dalam proses penelitian yang bertujuan 

untuk menelaah dan memberikan makna terhadap data yang telah 

dikumpulkan,28 baik dalam bentuk dukungan, penolakan, kritik, maupun 

sebagai pelengkap informasi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 

metode analisis kualitatif untuk memahami peluang dan Kendala hukum29 

dalam penerapan cyber notary di Indonesia, dengan cara mendeskripsikan 

data yang diperoleh dari berbagai sumber secara sistematis. Pendekatan ini 

membantu penulis dalam menguraikan bagaimana konsep cyber notary 

diterapkan dalam praktik, serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan 

 
28 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 

126 
29Saifudin Azwar, (Yogyakarta: Pustaka Belajar 2018), Hlm. 347  
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peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas-asas hukum 

kenotariatan, dan prinsip keabsahan akta otentik. 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam penelitian yang berjudul “Peluang dan Kendala Hukum dalam Implementasi 

Cyber Notary: Analisis Komparatif Sistem Indonesia dan Amerika Serikat,” 

sistematika penulisan yang akan digunakan terbagi menjadi beberapa bab yang 

tersusun sebagai berikut:  

 Bab pertama, Penulis akan menguraikan latar belakang masalah, diikuti 

dengan rumusan masalah serta tujuan dan manfaat penelitian. Bab ini juga 

mencakup telaah pustaka, kerangka teori yang mendasari penelitian, metode 

penelitian yang digunakan, dan sistematika pembahasan yang memberikan 

gambaran umum mengenai struktur skripsi. 

 Bab kedua, akan membahas kajian teori yang berkaitan dengan penelitian, 

serta penjelasan mendalam mengenai Teori tujuan hukum, Teori efektivitas hukum, 

dan Teori Perbandingan Hukum 

 Bab ketiga, akan membahas tinjauan umum tentang konsep cyber notary, 

cyber notary di Indonesia, dan cyber notary di Amerika Serikat 

 Bab keempat, akan membahas mengenai penerapan cyber notary di negara 

Amerika Serikat sebagai bahan perbandingan dalam mengkaji kemungkinan 

implementasinya di Indonesia, serta menyoroti kendala hukum dan teknis yang 

dihadapi dalam penerapan cyber notary di Indonesia. Pembahasan ini bertujuan 

untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian, yaitu bagaimana praktik cyber 
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notary di Amerika Serikat dapat menjadi acuan dalam penerapannya di Indonesia, 

serta bagaimana hambatan yuridis maupun teknis memengaruhi urgensi dan 

efektivitas cyber notary. 

 Bab kelima, merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan dari hasil 

penelitian, saran yang dapat dijadikan masukan untuk penelitian selanjutnya, serta 

daftar pustaka yang berisi seluruh referensi yang digunakan selama proses 

penulisan 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Penerapan cyber notary di Indonesia dan Amerika Serikat menunjukkan perbedaan 

mendasar baik dari aspek sistem hukum maupun kerangka regulasi. Indonesia yang 

menganut sistem Civil Law masih menempatkan kehadiran fisik para pihak sebagai 

syarat esensial keotentikan akta, sehingga konsep cyber notary belum dapat 

diterapkan secara penuh dan hanya terbatas pada fungsi administratif tertentu. 

Sebaliknya, Amerika Serikat dengan sistem Common Law telah mengadopsi 

Remote Online Notarization (RON) secara komprehensif, didukung regulasi yang 

jelas, pengakuan tanda tangan elektronik, serta infrastruktur teknologi yang 

memadai. Perbedaan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Amerika Serikat lebih 

adaptif terhadap perkembangan teknologi dan mampu memberikan kepastian 

hukum, kemanfaatan, serta perlindungan hukum dalam praktik cyber notary. 

Penerapan cyber notary di Indonesia menghadapi sejumlah kendala utama, yaitu 

belum adanya pengaturan hukum yang komprehensif dan eksplisit dalam Undang-

Undang Jabatan Notaris, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, 

masih kuatnya prinsip kehadiran fisik dalam pembuatan akta autentik, keterbatasan 

infrastruktur teknologi dan sistem keamanan digital, serta kesiapan sumber daya 

manusia notaris yang belum merata menjadi hambatan signifikan. Faktor budaya 

hukum yang masih berorientasi pada praktik konvensional juga memperlambat 

penerimaan cyber notary sebagai alternatif pelayanan kenotariatan di Indonesia.  
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Dengan demikian, pengembangan hukum kenotariatan di Indonesia ke 

depan memerlukan reformulasi regulasi yang mampu menyeimbangkan kepastian 

hukum, keadilan, dan kemanfaatan, serta menyesuaikan dengan dinamika sosial 

dan teknologi, agar penerapan cyber notary dapat memiliki dasar hukum yang jelas, 

efektif, dan tetap menjamin keotentikan akta serta perlindungan hukum bagi 

masyarakat. 

B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memandang bahwa 

perkembangan konsep cyber notary di Indonesia memerlukan langkah-langkah 

strategis yang melibatkan pembentuk undang-undang, pemerintah, praktisi 

kenotariatan, akademisi hukum, serta masyarakat hukum secara keseluruhan. Saran 

ini diberikan sebagai bentuk rekomendasi normatif dan praktis agar penerapan 

kenotariatan berbasis teknologi informasi dapat berjalan efektif, selaras dengan 

nilai-nilai dasar hukum nasional, dan berorientasi pada kepastian hukum, keadilan, 

serta kemanfaatan.  

Pertama, bagi pembentuk undang-undang, diperlukan reformulasi dan 

pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris 

(UUJN) agar dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi. 

Pembaruan tersebut penting dilakukan untuk memberikan legitimasi hukum yang 

tegas terhadap pelaksanaan kenotariatan secara elektronik. Pengaturan baru 

seharusnya memuat norma yang mengakui keabsahan akta elektronik sebagai alat 

bukti autentik yang memiliki kekuatan pembuktian setara dengan akta 
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konvensional. Selain itu, perlu diatur pula mekanisme penggunaan tanda tangan 

digital tersertifikasi, prosedur verifikasi identitas daring, sistem penyimpanan arsip 

elektronik yang aman dan terstandar, serta tanggung jawab hukum notaris terhadap 

transaksi elektronik yang dilakukan melalui sistem tersebut. Dengan adanya 

regulasi yang jelas, maka praktik cyber notary akan memperoleh landasan hukum 

yang kuat, sejalan dengan Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch, yang 

menempatkan kepastian hukum sebagai pilar utama dalam sistem hukum nasional.  

Kedua, bagi pemerintah dan lembaga penegak hukum, seperti Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ikatan Notaris Indonesia (INI), serta lembaga 

pengawasan profesi hukum, disarankan untuk membentuk peraturan pelaksana dan 

pedoman teknis notarialisasi elektronik. Pemerintah perlu membangun infrastruktur 

digital yang aman, terintegrasi, dan bersertifikat, yang menjamin keaslian, 

keamanan, dan kerahasiaan dokumen hukum dalam format elektronik. Selain itu, 

pemerintah juga perlu memfasilitasi pelatihan dan peningkatan kapasitas teknologi 

informasi bagi notaris, agar aparatur hukum siap menghadapi era digitalisasi 

hukum. Hal ini sejalan dengan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, yang 

menegaskan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada lima unsur utama, 

yaitu substansi hukum, struktur atau aparatur hukum, sarana dan fasilitas, 

masyarakat hukum sebagai pengguna, serta budaya hukum. Pembentukan regulasi 

tanpa kesiapan aparatur dan sarana hanya akan melahirkan hukum yang bersifat 

deklaratif, bukan operasional. Karena itu, sinkronisasi antara norma hukum dan 

kesiapan lembaga menjadi syarat mutlak keberhasilan implementasi cyber notary 

di Indonesia.  
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Ketiga, bagi praktisi kenotariatan, notaris sebagai pejabat publik diharapkan 

mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi hukum global. Notaris 

hendaknya mulai menyiapkan diri untuk menguasai keterampilan teknis dalam 

penggunaan tanda tangan digital, enkripsi data hukum, serta sistem dokumentasi 

berbasis keamanan siber (cyber security). Dalam melaksanakan tugasnya, notaris 

harus tetap menjunjung tinggi asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo, yakni 

menjalankan jabatan dengan kesetiaan, kehati-hatian, dan tanggung jawab penuh 

terhadap keotentikan setiap akta yang dibuat. Dengan demikian, proses adaptasi 

terhadap cyber notary tidak mengurangi nilai dasar profesi kenotariatan, tetapi 

justru memperkuat perannya sebagai penjaga keotentikan dan kepastian hukum di 

era digital. Langkah adaptif ini mencerminkan keseimbangan antara kepastian 

hukum dan kemanfaatan sosial, sebagaimana diajarkan oleh Gustav Radbruch, yang 

menegaskan bahwa hukum yang baik bukan hanya pasti, tetapi juga adil dan 

bermanfaat bagi masyarakat.  

Keempat, bagi akademisi hukum dan lembaga pendidikan tinggi, perlu 

dilakukan penelitian lanjutan dan komparatif mengenai praktik cyber notary di 

berbagai yurisdiksi, tidak hanya di Amerika Serikat, tetapi juga di negara-negara 

dengan sistem hukum campuran seperti Belanda, Singapura, dan Korea Selatan. 

Pendekatan komparatif ini penting untuk menemukan model ideal cyber notary 

yang sesuai dengan karakteristik hukum Indonesia. Mengacu pada Teori 

Perbandingan Hukum A.E. Örücü, perbandingan hukum bukan sekadar 

membandingkan teks peraturan, melainkan memahami hukum sebagai fenomena 

sosial yang hidup (living law) yang berakar pada budaya hukum dan struktur sosial 
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masyarakatnya. Dengan memahami konteks sosial dan hukum dari negara lain, 

Indonesia dapat mengadopsi praktik terbaik (best practices) tanpa mengabaikan jati 

diri hukumnya sendiri.  

Kelima, bagi masyarakat hukum sebagai pengguna layanan kenotariatan, 

diperlukan peningkatan kesadaran dan kepercayaan terhadap sistem hukum 

berbasis digital. Masyarakat perlu diberi pemahaman mengenai validitas hukum 

akta elektronik, mekanisme verifikasi identitas digital, dan perlindungan data 

pribadi dalam layanan kenotariatan daring. Pemerintah dan organisasi profesi perlu 

melakukan sosialisasi dan edukasi publik secara berkelanjutan agar masyarakat 

tidak ragu dalam menggunakan layanan hukum berbasis teknologi. Pemahaman 

hukum masyarakat yang baik akan memperkuat budaya hukum dan menjadi fondasi 

keberhasilan implementasi cyber notary di Indonesia.  

Dengan demikian, arah pembaruan hukum kenotariatan di Indonesia 

hendaknya diarahkan pada keseimbangan antara inovasi teknologi dan kepastian 

hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang adaptif, peningkatan 

kapasitas aparatur, serta pendidikan dan sosialisasi hukum kepada masyarakat akan 

menjadi kunci keberhasilan menuju sistem cyber notary yang efektif, efisien, dan 

terpercaya. Melalui langkah-langkah tersebut, cita-cita hukum nasional yang 

mengedepankan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana dikemukakan 

oleh Radbruch, serta selaras dengan kerangka sosial hukum sebagaimana dianalisis 

oleh Örücü dan Soekanto, dapat diwujudkan dalam praktik kenotariatan modern di 

Indonesia. 
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